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BUPATI MAMUJU

TURANBUPATI MAMUJU l

OMon 7 TAHUN 2021Ni

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJUNOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAHKABUPATEN MAMUJU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Menimbang: a. bahwa_ pel:

Mengingat :

DENGAN MAT TUHAN YANG MAHA Esal
| BUPATI MAMUJU,

ayanan pengangkutan sampah.: rumah tangga
dalam

wayeh
yang menjadi kewenangan Kecamatan dan

Kelurahan §

2018 tenta

esuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun

Mamuju Da

ng Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten
lam Pengelolaan Sampah Rumlah Tangga dan

Sampah Sejenis Rumah Tangga, dalam ‘pelaksanaannya
belum mak:simal sehingga perlu dilakukan penyesuaian
dengan mbngembalikan kewenangan kepada perangkat

,

daerah yan.
|

b. bahwa
bert

;membidangi pelayanan persampahan;
asarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju
tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati! Manju
Nomor

39 Tahun

Kabupaten|
Tangga dan

4

1.
Undang-Undang

2018 tentang Kebijakan dan
Strateg! Daerah

Mamuju Dalam Pengelolaan Sampah Rumah
|

Sampah Sejenis Rumah Tangga;
TahunNomor 29 1959 ss tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor

74, Tambahan
Lembaran Ntegara Republik Indonesia Nomor

1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namoar AR4G1 be



3.
Undang-Unldang

Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukz

an
Provinsi Sulawesi Barat

(Lembaran Negara
Republik i donesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

. Undang-U lang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Rephiblik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan

Lembaran
||

Negara Republik Indonesia! Nomor 5234)

sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang

Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan ( mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

|

. Undang-Un
3

jang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa ke i, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 202 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

_|

. Peraturan bemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan| Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis °

Sampah
Xpmah

Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Repu lik Indonesia Nomor 5347);

. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan
dan

Strategt
Daerah Nasional Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga

(Lembaran |,Negara Republik Indonesia: Tahun 2017
Nomor 223};

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daeral {Berita Negara
Republik In

jonesia
Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana

4.

5.

0

6.

7.

8.

telah diubah! dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Petaturan Menteri



Menetapkan:

10.

11.

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);
!

. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun
2014 tentang |Perlindungan dan Pengelolaan| Lingkungan
Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2014 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2,Tahun 2017

Tentang Pengelplaan
Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten

Mamuju Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupeten Mamuju Nomor 5]);
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 39 Tahun 2018 tentang

Kebijakan Dan| Strategi Daerah Kabupaten Mamuju Dalam

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan
Sampah

Sejenis

Sampah Rumah Tangga.

9.

MEMUTUSKAN: |

PERATURAN SUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG KEBU KAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN
MAMUJU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA.

B

|

|

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun
2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten
Mamuju Dalam Pengelolaan Sampah Rumah \Tangga dan

Sampah Sejenis Rumah Tangga diubah sebagai berikut:

1, Ketentuan
Pasal

1 angka 11 dan angka 13 diubah, sehingga
Pasal 1 berburt:yi sebagai berikut:

|

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mamuju ini yang dimaksud dengan:
{

1. Daerah
adajah

Kabupaten Mamuju.
nm ~ . a



3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.

10.

Kebijakan dan Sitrategi Daerah Pengelolaan Sampah
Rumah |Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah

Kebijakan dan Strategi Daerah dalam pengurangan dan

penanganan Sampah Rumah Tangga' dan Sampah

Sejenis \Sampah
Rumah Tangga

tingkat
daerah yang

terpadu,,‘dan berkelanjutan.
|

Sampah|‘Rumah Tangga adalah sampah yang
berasal dari

kegiatari sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak
termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampak
Sejenis Sampah Rumah Tangga|adalah Sampah

Rumah ‘Tangga yang berasal dari kawasan komersial,

kawasan industri, kawasan khusus, ‘fasilitas sosial,

fasilitas|‘'umum, dan/atau fasilitas lainnya.
Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,

5.

6.

ho7.

8.

menyeluiruh, dan berkesinambungan : yang meliputi

pengurangan dan penanganan sampah.

Kegiatan pengurangan, menggunakan kembali dan

mendaur ulang (reduce, reuse dani recycle) yang
selanjutnya disebut kegiatan 3R adalah: segala aktivitas

yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat

menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali-
sampaht! yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau

fungsi lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk

dijadikan produk baru.

Kecamatan atau sebutan lain adalahwilayah kerja Camat

sebagai Peranglat daerah kabupaten.
11, Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara

12.

pemerintahan pada wilayah kerja kecamatan yang dalam

pelak aan tugasnya omemperoleh pelimpahan

kewenangan Pemerintahan Kabupaten ;Mamuju untuk

menangani urusan dan penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan.
Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat
Daerah!Kabupaten dalamwilayah kerja Kecamatan.



14.

15.

16.

2. Ketentuan|,

berbunyi se

Pelaksanaa

|

13. Lurah adalah penyelenggara pemerintahan pada wilayah

kerja kelurahan yang akan membantu pemerintahan
kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai

pelimpahan kewenangan Pemerintahan Kabupaten
Mamuju.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi

pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan

tujuan
|

serta memperoleh alokasi anggaran, atau

kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

pemerintah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa perangkat |daerah sebagai

{

bagian |'
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

prograrh dan terdiri dari sekumpuilan _§tindakan

pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil
(sumber

peralate

daya manusia), barang modal termasuk
n dan teknoiogi, dana, atau kombinasi dari

|

beberap

sebag

atau kesemua jenis sumber daya tersebut
masukan untuk menghasilkan| keluaran dalam

bentukibarang/jasa.
Kelompok Swadaya Masyarakat adalah! Kelompok yang
terdiri ari

minimal 25 kepala keluarga, diketuai oleh

seorang ketua yang dipilih, kelompok ini merupakan
perkunipulan dalam pelaksanaan penggelolaan sampah.

|

Pasal 9 huruf i dihapus,
sehingga

Pasal 9

bagai berikut:
Pasal 9

in sebagaimana dimaksud
dalam

Pasal 8 ayat (1)
huruf a

dilplaken
dengan cara :

meninpkatkan pemahaman serta menyebarluaskan
pemahiiman tentang pengelolaan

persdmpahan
kepada

masyarakat umum;
|

a.

mengembangkan dan menerapkan teknologi dalam

pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle);
meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan
persampahan sejak dini melalui pendidikan bagi anak

I



i.

usia shkolah melalui kurikulum mata pelajaran dan

kegiat ekstrakurikuler;

meningkatkan keterlibatan masyarakat melaluid

komunikasi, informasi dan edukasi tentang pengelolaan

pers bahan:

memberikan Pembinaan pengelolaan sampah berbasis

masyatakat dalam bentuk Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM);
|

mendorong koordinasi lintas sektor terutama

perindustrian perdagangan dan perhubungan;
mewajibkan semua Organisasi Perangkat Daerah untuk
meminimalisir penggunaan kotak {makanan dan

e.

fi

&.

minuman berbahan plastik dalam setiap pelaksanaan

pertemuan dan rapat;
menin tkan peran serta dunia usaha dalam upaya

kegiatan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle); dan

h.

di hap 18.

- Ketentuan|/Pasal 10 di ubah dan huruf c dihapus sehingga
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

3.

|

Pasal 10

Menyerahkan kembali kewenangan pelayanan

persampalian/kebersihan kepada Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kabupaten Mamuju dengan maksud dan

tujuan untuk :

a.

b.

Cc.

d.
:

_Ketentuan| Pasal 11 di ubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: |:

melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara

efektif dan efisien;

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;

dihapus; dan
peningkatan pendapatan asli daerah.

{

|

|
Pasal 11

4,

Untuk mendukung optimalisasi pelimpahan kewenangan,
Camat wajib menyerahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kabupaten Mamuju:



Diundangkan di Mamuju
pada t.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

a.

|

sarana| dan prasarana operasional pelayanan
persampahan/kebersihan armada motor fukuda;
anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana
operasional pelayanan persampahan/kebersihan armada
motor fukuda; dan

personi tenaga di
bidang pelayanan

persampahan/kebersihan
armada

motor fukuda.
5. Ketentuan |Pasal 13 di hapus
6. Ketentuan Pasal 14 di hapus
7. Ketentuan Pasal 15 di hapus
8. Ketentuan |Pasal 16 di hapus
9. Ketentuan \Pasal 17 di hapus
10. Ketentuan |Pasal 18 di hapus
11. Ketentuan Pasal 19 di hapus

Pasal II
Peraturan Bupati inimulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar
pengundan

setiap orang $mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

al 7- Mot -

Ditetapkan ‘di Mamuju
pada tanggal 7-1-2021
BUPATI

INAH SUHARDI

2021

|
1

SUAIB
|

|

|

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN.202!NOMOR 7.

AMUJU

SITTIS

Pes


